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ORINEWS.id  –  Kejaksaan  Agung  (Kejagung)  mengungkap  total
kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi impor gula di
Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 yang melibatkan eks
Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar
menyatakan total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut
mencapai Rp 578 miliar.

Qohar menyebut total kerugian tersebut bersifat final setelah
pihaknya melakukan proses audit bersama dengan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ini sudah fiks nyata rill, berdasarkan perhitungan kerugian
negara  oleh  BPKP  adalah  Rp  578.105.411.622,48  (Rp  578
miliar),” kata Qohar dalam jumpa pers, Senin (20/1/2025).
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Lebih jauh Qohar juga menyatakan, nilai kerugian negara itu
bertambah setelah pihaknya kembali menetapkan sembilan orang
sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Adapun  berdasarkan  perhitungan  awal  BPKP,  diketahui  bahwa
kerugian negara akibat korupsi impor gula itu yakni senilai Rp
400 miliar.

“Setelah 9 perusahaan ini masuk semua (ditetapkan tersangka),
ternyata kerugiannya lebih dari Rp 400 dan ini sudah final,”
kata dia.

Selain  itu  Qohar  juga  merespons  tudingan  yang  sebelumnya
dilontarkan kubu Tom Lembong terkait penetapan tersangka.

Kala  itu  kubu  Tom  Lembong  menuding  Kejagung  menetapkan
tersangka tanpa adanya kerugian negara dalam kasus korupsi
impor gula tersebut.

“Tidak mungkin penyidik menetapkan tersangka itu tanpa ada
unsur kerugian keuangan negara,” jelasnya.

9 Orang Ditetapkan Tersangka
Kejaksaan Agung terbaru menetapkan sembilan tersangka kasus
impor gula.

Abdul  Qohar  menjelaskan  sembilan  tersangka  baru  tersebut
berperan  sebagai  importir  sekaligus  mengolah  gula  kristal
mentah menjadi gula kristal putih.

“Tim penyidik Kejaksaan Agung telah mendapatkan alat bukti
permulaan yang cukup untuk menetapkan sembilan orang sebagai
tersangka,” kata Qohar.

Adapun sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni
TWN selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presiden Direktur
PT AF, HS selaku Direktur Utama PT SUJ dan IS selaku Direktur
Utama PT MSI.



Kemudian ada tersangka TSEP selaku Direktur PT MT, HAT selaku
Direktur Utama PT BSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFH
selaku Direktur Utama PT BFF dan IS selaku Direktur PT PDSU.

Setelah  ditetapkan  sebagai  tersangka,  tujuh  dari  sembilan
orang itu kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.

“Sedangkan dua tersangka yang telah dipanggil dengan patut
hari ini tidak hadir yaitu atas nama HAT dan atas nama ASP
saat ini dilakukan pencarian oleh tim penyidik,” katanya.

Sembilan tersangka baru tersebut dijerat Pasal 2 ayat 1 dan
Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Juncto Pasal 55 Ayat 1
ke-1 KUHP.

Kejagung  sebelumnya  telah  menetapkan  Tom  Lembong  sebagai
tersangka perkara importasi gula di Kementerian Perdagangan
periode 2015-2016.

Selain itu, Kejagung juga sudah menetapkan eks Direktur PT
Perusahaan  Perdagangan  Indonesia  (PPI)  inisial  CS  dalam
perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp 400 miliar.

“Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak
sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,
negara dirugikan kurang lebih Rp 400 miliar,” ucap Direktur
Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers di
kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024) malam.

Dijelaskan Abdul Qohar, Tom Lembong diduga memberikan izin
kepada  PT  AP  untuk  mengimpor  gula  kristal  mentah  sebesar
105.000 ton pada 2015.

Padahal, saat itu Indonesia sedang surplus gula sehingga tidak
membutuhkan impor.

“Akan tetapi di tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut,
menteri  perdagangan  yaitu  Saudara  TTL  memberikan  izin
persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton



kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah
menjadi gula kristal putih,” kata Qohar.

Selain itu, Qohar menyatakan, impor gula yang dilakukan PT AP
tidak melalui rapat koordinasi (rakor) dengan instansi terkait
serta  tanpa  adanya  rekomendasi  dari  kementerian-kementerian
guna mengetahui kebutuhan riil.

Tak hanya itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula seharusnya
hanya BUMN.

Sementara itu, CS diduga mengizinkan delapan perusahaan swasta
untuk mengimpor gula. PT PPI kemudian seolah membeli gula
tersebut.

Padahal, delapan perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran
dengan  harga  Rp  16.000  per  kilogram  atau  lebih  mahal
dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saat itu Rp 13.000
per kilogram. CS diduga menerima fee dari delapan perusahaan
itu.

“Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah
diolah jadi gula kristal putih PT PPI dapat fee dari delapan
perusahan yang impor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105
per kilogram,” ujar Qohar.[]


